BUPATI LIMA PULUH KOTA

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN

Menimbang

Mengingat

DAN PELANTIKAN WALI NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

. bahwa dalam rangka terwujudnya Pemilihan dan

Pelantikan Wali Nagari yang efisien dan efektif sesuai
dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan,
maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap
Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan
suatu Peraturan Bupati Lima Puluh Kota.

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);



Menetapkan

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor
6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun

2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1221);

. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor

10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);

. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1

Tahun 2015 Tentang Pemilihan Wali Nagari (Lembaran
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 Nomor
1).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN
DAN PELANTIKAN WALI NAGARI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun

2016 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari (Berita Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 20 ayat (4) huruf g yang berbunyi “terdaftar sebagai

penduduk dan bertempat tinggal di Nagari setempat paling kurang 1 (satu)

tahun sebelum pendaftaran.” Dihapus



2. Ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf a diubah, sehingga selanjutnya berbunyi:
Pasal 21

(4) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku.

3. Ketentuan Pasal 51 ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) diubah sehingga
selanjutnya Pasal 51 ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) berbunyi sebagai berikut:

(6) Apabila masih terdapat keberatan dari para calon, terhadap putusan
Bamus Nagari, maka Bamus Nagari dapat menyerahkan penyelesaaan
perselisihan kepada Camat;

(7) Camat wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) hari;

(8) Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bersifat final

dan mengikat.

- 4. Ketentuan Pasal 55 ayat (2) diubah, sehingga selanjutnya berbunyi:
Pasal 55
(2) Pelantikan Wali Nagari dapat dilaksanakan secara serentak di Ibu Kota
Kabupaten atau tidak serentak di tempat lain yang ditunjuk.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal £ Mane} 2018

wiundangkan di Sarilaniar
nada tanggal € Mare} o0&

Pit. SEKRETAR!
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